BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka dapat
disimpulkan bahwa Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai tidak berjalan dengan
baik. Hal tersebut terbukti dari jumlah target yang tidak sesuai dengan prosedur di
lapangan. Ketidakberhasilan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dapat dibuktikan dari
hasil analisis dengan aspek : Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ketepatan Layanan,

Akuntabilitas, Kesesuaian Program dengan Kebutuhan, sebagai berikut:

1. Akses: terdapat kendala bahwa waktu penyaluran di lapangan tidak berjalan
dengan baik dikarenakan pihak Kelurahan memberikan bantuan melebihi

waktu yang ditentukan.

2. Cakupan: terdapat kendala bahwa penyaluran bantuan di lapangan tidak
berjalan dengan baik, dikarenakan pendataan dari total 419 Kelompok Sasaran
hanya 405 Kelompok Sasaran yang mendapat bantuan. Tersisa 14 Kelompok

Sasaran belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ini.

3. Frekuensi: pada aspek ini penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan
seharusnya sebanyak 3 kali, akan tetapi di lapangan penyaluran ini terjadi

sebanyak 2 kali.
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4. Bias: pada aspek ini di Kelurahan Gumuruh para masyarakat yang menjadi
KPM sudah menerima bantuan ini dan tidak terdapat kelompok sasaran diluar

KPM yang mendapat bantuan ini.

5. Ketepatan Layanan: pada aspek ini untuk melihat apakah waktu penyaluran
Bantuan Sosial Tunai sudah sesuai dengan jam operasional Kelurahan
Gumuruh. Karena masih terdapat KPM yang tiba di Kelurahan Gumuruh jam

10.00 wib tidak mendapatkan bantuan.

6. Akuntabilitas: pada aspek ini melihat bahwa para pegawai di Kelurahan
Gumuruh belum menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, dapat
dilihat bahwa masih terdapat KPM yang belum mendapat bantuan ini. Sehingga

Bantuan Sosial Tunai ini belum berjalan dengan semestinya.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan : aspek ini menjelaskan bahwa para
KPM merasa terbantu dengan adanya Bantuan Sosial Tunai ini, tetapi masih
banyak KPM yang belum merasa tercukupi dengan adanya Bantuan Sosial
Tunai ini karena para KPM masih merasa membutuhkan jenis bantuan yang
lain seperti Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai saat

pandemi COVID 19.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai pada
Masa Pandemi COVID 19 di Kelurahan Gumuruh Kota Bandung peneliti dapat

memberikan saran yaitu:

1.Untuk meningkatkan cakupan yang memiliki perbandingan jumlah kelompok
sasaran yang sudah mendapatkan bantuan terhadap total kelompok target,
Kelurahan Gumuruh dapat berkoordinasi dengan baik antar KPM agar
mendapatkan penyaluran bantuan sesuai dilakukan dengan menilai seberapa
besar kelompok sasaran yang dapat dijangkau. Pihak Kelurahan Gumuruh perlu
menambah sumber daya manusia untuk mencegah terjadinya pendataan
penyaluran. Dengan cara dilakukan pendataan yang mutakhir kepada
masyarakat miskin, lansia, disabilitas yang sudah menerima bantuan dan yang
belum menerima bantuan. Meskipun bantuan saat pandemi, tetapi mekanisme

akuntabilitas harus ditegakkan.

2. Untuk meningkatkan akses yang memiliki terjadinya kesamaan kesempatan
bagi semua Kelompok Penerima Manfaat, pihak Kelurahan Gumuruh dapat
melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada KPM agar penyaluran dapat
dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan sehingga seluruh KPM
mendapatkan bantuan berupa uang tunai ini, mengingat program ini dibentuk
karena terjadinya penurunan pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan disaat

masa pandemi covid 19.
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3. Untuk meningkatkan frekuensi yang memiliki sensitivitas terhadap waktu
pada pemberian bantuan, Kelurahan Gumuruh dapat berkoordinasi dengan baik
antar agar KPM mendapatkan penyaluran bantuan sesuai dengan prosedur yaitu
selama 3 tahap dan menambah sumber daya manusia untuk mencegah

terjadinya kesalahan penyaluran.
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